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Abstrak 
Situasi yang terjadi di Kota Palu setelah pasca bencana alam dinas perempuan pemberdayaan 
anak dan perlindungan anak di Kota Palu, menemukan anak-anak pengungsi di bawah umur 
korban bencana alam yang terpaksa dinikahkan. Adapun permasalahan yang diangkat, sebagai 
berikut : 1) Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap penetapan dispensasi 
pernikahan dini di Pengadilan Agama Palu pacsa bencana alam, 2) Apa penyebab yang 
melatar belakangi sehingga pengajuan permohonan dispensasi pernikahan dini di Pengadilan 
Agama Palu pasca bencana alam. Adapun Jenis penelitian yang digunakan tergolong kulitatif 
dengan pendekatan yuridis, normatife, dan sosilogis. Metode pengumpulan data dalam 
penelitian ini ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA dalam 
memberikan Dispensasi Nikah Dini, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatan, karena 
mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang masih dibawa umur sudah seperti suami 
istri, dan kematangan jiwa yang sudah dianggap sudah mampu berkeluarga. Adapun penyebab 
yang melatar belakangi sehingga penngajuan permohonan Dispensasi Pernikahan Dini karena 
faktor kehamilan, pendidikan dan ekonomi yang melemah dan sarannya hendaknya Para 
Hakim lebih memperhatikan dalam menetapkan permohonan Dispensasi Nikah Dini. 
 
Kata Kunci: Analisis Pertimbangan Hakim, Dispensasi Nikah Dini 
 
Abstract 
The situation that occurred in Palu City after the aftermath of the natural disaster, the 
women's office for child empowerment and child protection in Palu City, found underage 
refugee children who were victims of natural disasters who had to be married off. The issues 
raised are as follows: 1) How did the Panel of Judges consider the determination of 
dispensation for early marriage at the Palu Religious Court during natural disasters, 2) What 
is the underlying cause for submitting an application for early marriage dispensation at the 
Palu Religious Court after a natural disaster. The type of research used is classified as 
qualitative with juridical, normative, and sociological approaches. Data collection methods 
in this study are observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate 
that the consideration of the Judges of the Class IA Palu Religious Court in providing Early 
Marriage Dispensation, namely the benefit and harm, because those who want to marry who 
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are still under age are like husband and wife, and mental maturity is considered capable of 
having a family. As for the reasons behind the request for Early Marriage Dispensation due 
to factors of pregnancy, education and a weakened economy, the judges should pay more 
attention to determining the application for Early Marriage Dispensation. 
 




Sebagai umat yang beragama, pernikahan ialah salah satu ibadah yang dilakukan umat 
manusia dan merupakan kewajiban bagi umat yang beragama islam dimanapun dan 
kapanpun. Maka dari pernikahanlah terbentuknya keluarga sebagai sarana untuk meraih 
kebahagiaan hidup dan memberikan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, melahirkan 
sebuah anggota keluarga menjadi kebahagiaan bagi siapa saja karena telah mengalirkan darah 
keturunan baru pada keluarga tersebut sehingga dapat tumbuh dengan kuat, sehat serta 
bermanfaat bagi masyarakat. Maka pernikahan bukan hanya pilihan individu saja,  melainkan 
juga tanggung jawab sosial. Tanpa pernikahan, masyarakat tidak akan bertahan dalam suatu 
hubungan yang lama, apalagi berkembang dan maju. Karena dengan pernikahanlah dapat 
menentramkan serta menyempurnakan setiap kebutuhan masing-masing individu 
masyarakat.1 
Indonesia mengatur Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 
Undang-Undang tersebut salah satu terbentuknya satu macam hukum di Indonesia yang 
menampung semua masukan masyarakat yang merupakan hukum materil dari perkawinan itu 
sendiri. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dijabarkan mengenai 
hukum perkawinan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 
seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga 
yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan pengertian 
tentang perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 
Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat menyimpulkan bahwa “Perkawinan menurut hukum 
 
1 Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, Sukses Menikah dan Berumah Tangga (Cet. II; JawaBarat:  
Pustaka Setia, 2006), h. 18. 
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Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza untuk 
melakukan syariat islam.”2 
Dalam setiap perkara yang menjadikan tanggung jawab Peradilan Agama, ada salah 
satu perkara yang sangat berkaitan dengan hak anak, yakni perkara permohonan dispensasi 
nikah. Dispensai nikah adalah salah satu upaya bagi yang ingin untuk menikah tetapi belum 
cukup usianya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.3 
Pengertian dispensasi nikah adalah kelonggaran atau suatu cara untuk melakukan 
pernikahan yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami dan isteri yang belum 
mencukupi batas usianya agar dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi 
nikah bersifat voluntair produknya berbentuk penetapan. Adapun yang disebut dengan 
penetapan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dan tujuannya hanya untuk 
menetapkan suatu keadaan atau status tertentu bagi diri pemohon.4 Dalam memeriksa dan 
mengadili perkara dispensasi kawin, Hakim harus  benar-benar  memiliki dan 
mempertimbangkan  perkara  dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan manfaat 
untuk anak jauh ke masa depannya.5 
Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. 
Karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. 
Maka dalam penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami 
isteri itu harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar 
dapat mewujudkan perkawinan yang sakinah dan warahma tanpa berakhir dengan perceraian 
dan dapat melahirkan keturunan yang baik dan sehat. 
 Oleh karena itu harus dicegah perkawinan antara calon suami dan isteri yang masih di 
 
2 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Cet. I;Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2004), h. 46. 
3 Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat 
Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Edisi 9, 2016), h. 38. 
4 Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Cet. I;Jakarta: Sinar Grafika, 
2007), h. 305. 
5 Majalah Peradilan Agama, Perlindungan Hak-hak Anak di Peradilan Agama, h. 38. 
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bawah umur atau belum mencukupi usianya. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang  
Perkawinan telah ditetapkan bahwa pria harus mencapai usia 19 tahun serta wanita juga sudah 
harus mencapai usia 16 tahun, maka akan diizinkannya untuk melangsungkan perkawinan. 
Dalam Pasal 7 ayat (2) telah dijelaskan, jika ada pria dan wanita yang ingin melangsungkan 
sebuah pernikahan tetapi belum mencukupi usianya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam 
undang-undang perkawinan maka diperlukan suatu dispensasi nikah dari Pengadilan atau 
pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua masing-masing pihak yang bersangkutan.6 
Situasi sekarang yang terjadi di kota Palu setelah pasca bencana alam gempa bumi, 
tsunami dan likuifaksi dinas pemberdayaan wanita dan perlindungan anak di Kota Palu, 
menemukan anak-anak pengungsi di bawah umur korban bencana gempa, tsunami dan 
likuifaksi yang terpaksa dinikahkan. Kepala pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
menduga kuatnya pernikahan dini yang meningkat setelah anak-anak pengungsi di bawah 
umur tersebut menempati selter atau tenda-tenda pengungsian maupun hunian sementara 
akibat pergaulan bebas. 
Pada kondisi seperti ini menurut kepala dinas pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak kontrol orang tua yang hidup di tenda-tenda ini tidak seperti biasanya saat 
tinggal di rumah jadi mereka tidak bisa mengetahui anaknya keluyuran karena banyaknya 
hunian sementara yang disediakan oleh pemerintah disamping itu pula kurangnya suatu 
perhatian dari orang tua anak, serta pengetahuan ilmu  agama orang tua yang minim dan 
lingkungan yang tidak mendukung, tidak dibentengi dengan  nilai-nilai keimanan  maka  akan  
berdampak buruk ketika berlangsungnya suata pengajaran atau didikan yang diberikan kepada 
anak. Sehingga mereka akan terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan 
terjadinya kehamilan sebelum berlangsungnya pernikahan dengan bahasa lain yakni married 
by accident. 
Dispensasi nikah merupakan suatu ranah Hukum Perdata yang telah masuk dalam hal 
perkawinan. Sehingga permohonan yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Agama 
yang berada di Kota Palu yang merupakan Kota Provinsi dan jumlah penduduknya yang 
 
6 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), h. 26. 
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kurang lebih 368.867 penduduk dengan jumlah 8 kecamatan di Kota Palu, dan tentunya 
banyak terjadi perkawinan dibawah umur. 
Perkawinan dibawah umur memiliki dampak negatif dan menimbulkan permasalahan 
baru. Pertama, suami istri yang menikah dibawah umur rawan akan terjadinya perceraian. 
Sebelum menikah calon suami istri diperlukan kesiapan mental dari sisi lahir dan batin, 
termasuk di dalamnya kematangan usia. Kedua, dari segi kesehatan reproduksi rawan 
terjadinya kematian kepada anak dan ibu.  
Hal-hal yang dipaparkan di atas merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk 
dijawab secara ilmiah sehingga penulis tertantang untuk mengangkat dan meneliti 
permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Palu Kelas IA. Oleh karena itu penulis akan 
berinterkasi dengan para hakim di Pengadilan Agama Palu Kelas IA secara langsung sehingga 
masalah-masalah tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji masalah tersebut dengan judul 
“Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkawinan Dini Pasca Bencana Alam (study kasus 
di Pengadilan Agama Palu kelas IA)” 
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan suatu kegiatan atau proses sistematis untuk mengupas suatu 
masalah yang dilakukan dengan menerapkan metode ilmiah.7 
Metode ilmiah merupakan suatu proses yang sangat beraturan yang memerlukan sejumlah 
langkah yang berurutan, pengumpulan data, analisis data, dan pernyataan kesimpulan 
mengenai diterima atau ditolaknya hipotesis.8 
penelitian yang digunakan dalam jurnal ini yaitu field research, penelitian kualitatif 
Deskriptif, yaitu penelitian studi kasus lapangan yang dilakukan dengan metode observasi, 
wawancara, serta menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian studi kasus 
dan lapangan adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar 
belakang dan kondisi saat ini dari subyek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. 
Tujuan studi kasus adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subyek 
 
7 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Cet. X; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 1. 
8 Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, h. 5. 
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tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subyek tertentu. 
Penelitian studi kasus memfokuskan diri untuk menggambarkan kasus tersebut dan 
menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan temuan-temuan baru. Studi kasus merupakan 
sebuah upaya pencarian pengetahuan secara empiris dengan cara menyelidiki fenomena 
dalam konteks kehidupan nyata. Tujuannya untuk memberikan analisis konteks dan proses 
yang menerangi isu-isu teoretis yang dipelajari. Studi kasus merupakan bagian penelitian 
kualitatif yang berupaya melibatkan dan melaporkan kompleksitas kegiatan sosial.9 
Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian 
makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu 
fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, 
menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain dan secara sederhana 
dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap 
suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.10 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Tinjauan Umum Tentang Dispensasi Pernikahan Dini 
Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan ialah 
suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dengan perempuan sebagai suami dan isteri dengan 
tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan kekal berlandaskan Ketuhanan yang 
Maha Esa.11 
Dalam sudut pandang masyarakat indonesia pernikahan tidaklah dinilai hanya karena 
sekedar melampiaskan hasrat biologis saja, tetapi pernikahan juga merupakan sesuatu yang 
sacral dan menjadi suatu kewajiban bagi umat muslim. Sebagaiman telah diterapkan di dalam 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan telah menjelaskan yakni 
pengertian dan dasar hukum perkawinan, maka dalam Undang-Undang dapat menarik 
kesimpulan atau intisari dari perkawinan bahwa perkawinan itu bukanlah perbuatan hukum 
 
9  Sudaryono, Metode Penelitian  (Cet. I;Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 88. 
10 Muri Yusuf, Metode Penelitian (Cet. V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h. 328. 
11 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 2 
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saja, melainkan juga masuk dalam rana agama pula. Karenanya permasalahan ini dijelaskan 
pada pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Sebagai 
negara kesatuan yang berlandasakan Pancasila dimana sila tang pertama yaitu Ketuhanan 
Yang Maha Esa, maka perkawinan saling berkaitan dengan agama, sehingga perkawinan tidak 
hanya memiliki unsur batin tetapi juga mempunyai peran penting untuk membentuk keluarga 
yang bahagia, kekal dan mendapatkan keturunan serta pemeliharan dan pendidikan 
merupakan hak dan kewajiban orang tua.”12 
1. Menururt Hukum Positif 
Pernikahan merupakan suatu perbuatan hukum, maka sebagai perbuatan hukum 
pernikahan itu sendiri mempunyai akibat hukum. Sah dan tidaknya perbuatan hukum sudah di 
jelaskan dalam Undang-Undang perkawinan dan ditentukan dalam Undang-Undang No 1 
tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun dikatakan sahnya perkawinan dijelaskan dalam pasal 
2 ayat (1) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi “perkawinan sah 
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan agama masing-
masing” dan juga ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) yaitu “tiap perkawinan dicatat sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku”.13 
Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa perumusan pasal 2 ayat (1) 
ini tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama maupun kepercayaannya agama 
masing-masing, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Adapaun yang dimaksud dengan 
hukum masing-masing Agama dan kepercayaannya selama tidak bermasalah atau tidak 
ditentukan lain dengan Undang-Undang ini. Adapun sahnya perkawinan menurut Kompilasi 
Hukum Islam disebut dalam pasal 4 yang berbunyi sebagi berikut perkawinan adalah sah 
apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 
Tahun 1974 tentang syarat sah perkawinan. Syarat-syarat yang diatur dalam Undang-Undang 
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan meliputi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil 
adalah syarat yang berlaku mengenai diri pribadi kedua insan yang ingin melakukan 
 
12 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm. 288 
13 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), hlm .288  
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perkawinan. sedangkan syarat-syarat formil ialah syarat-syarat yang menyangkut tata cara 
harus dipenuhi sebelum dan pada saat berlangsungnya perkawinan. 
Bagi kedua mempelai yang ingin melaksanakan perkawinan tetapi belum cukup 
usianya untuk kedua orang tua pihak pria maupun pihak kedua orang tua wanita dapat 
meminta dispensasi nikah atas ketentuan batas usia untuk melangsungkan perkawinan kepada 
Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang non-Islam. 
Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 UUP jo. Pasal 1 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 tentang 
pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawianan. Permohonan tersebut bisa diajukan 
langsung ke Pengadilan wilayah setempat atau sekitar. Dalam dispensasi nikah ada beberapa 
hal persyaratan ataupun administrasi yang harus dipenuhi yaitu surat permohonan dispensasi 
nikah, penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA), fotokopi identitas baik KTP maupun 
KK, dan fotokopi ijazah. Itulah beberapa syarat mendasar untuk mengajukan permohonan 
dispensasi nikah.14 
 
2. Pertimbangan Hakim Terhadap Perakiwanan Dini Pasca Bencana Alam Di 
Pengadilan Agama Kota Palu Kelas IA 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa 
calon suami maupun calon istri harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan 
pernikahan dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik 
tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang sehat dan baik. Maka 
dari itu dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan batas umur 
minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita, yaitu 19 Tahun bagi 
Pria dan 16 Tahun bagi Wanita.  
 
14 Akrom Hazami, “Dispensasi Kawin (Sebuah Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Muara 
Enim Nomor: 04/Pdt.P/2012/PAME)”, www.murianews.com (8 April 2017). 
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Namun dalam Pasal ini juga terdapat adanya ijin untuk mengajukan Dispensasi 
Perkawinan yang mana dalam hal ini dapat dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) 
sebagaimana berikut :  
Pasal 7 Ayat 1 
Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) 
tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun. 
Ayat 2 
Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada 
Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun 
pihak wanita. 
Selain peraturan ini terdapat pada Undang-Undang Perkawinan, peraturan ini juga 
diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang mana dalam hal ini, terdapat dalam pasal 15 
ayat (2) yang menegaskan bahwa “untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, 
pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah 
ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.”15 
Memberikan izin dispensasi nikah dini di Pengadilan Agama, Sebelum mengabulkan 
atau menetapkan permohonan dispensasi nikah, ketua Majelis dan Hakim anggotanya harus 
bermusyawarah terlebih dahulu dalam mengabulkan atau menetapkan suatu perkara 
permohonan dispensasi nikah. Karena Pengadilan Agama tidak langsung menerima dan 
mengabulkan semua permohonan yang didukung dengan alasan-alasan yang mendasar yang 
dapat memperkuat permohonan tersebut.  
Agama Islam, sebagai agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia 
tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang 
Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. 
Usia baligh seseorang tentu sangatlah berbeda-beda. Sehingga, untuk wanita biasanya 
ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi 
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Dalam hal ini setelah terjadi pasca bencana alam di Kota Palu Seperti yang peneliti 
ketahui bahwa, maraknya permohonan dispensasi pernikah dini disebabkan berbagai alasan, 
misalnya Pertama, karena situasi dan perekonomian yang lemah. Kedua, karena si anak 
sudaha menjalani satu hubungan yang dalam dan sudah dalam posisi hamil dan sudah tidak 
dapt ditoleransi lagi.16 
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA 
bahwa yang menjadi alasan dalam pemberian izin Dispensasi Pernikahan Dini yaitu: “Karena 
keterpaksaan dalam artian karena si wanita sudah dalam kondisi hamil dan tentunya para 
Hakim menggunakan dasar hukum kaidah fiqhi yaitu menghilangkan kemudharatan itu lebih 
didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan serta melihat fisik dan psikis 




Berdasarkan hasil uraian mengenai dispensasi nikah dini di Kota Palu maka 
disimpulkan: Bahwa Hakim Pengadilan Agama Kota Palu menggunakan peraturan yang 
sudah ada dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah dini. Dalam hal ini Hakim 
menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan Undang-Undang yaitu Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan kaidah fiqhiyyah 
yaitu menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah 
kemaslahatan. Dan para Majelis Hakim dapat menerima atau menetapkan suatu permohonan 
dispensasi nikah dini dengan melihat fisik dan psikis anak melalui pertanyan para Majelis 
Hakim dan juga bisa melihat dampak negative dari penetapan tersebut. 
Faktor penyebab yang melatar belakangi sehingga pengajuan permohonan dispensasi 
nikah dini di Pengadilan Agama Kota Palu tepatnya setelah terjadi pasca bencana alam, 
 
16 Wawancara dengan Ibu Hj. Rahidah Said, S.Ag.,M.H, tanggal 16 Desember 2020 di Pengadilan 
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disebabkan karena hamil sebelum adanya pernikahan, factor ekonomi yang melemah dan 
factor pendidikan. Pemberian dispensasi nikah dini tersebut dapat diharapkan agar bermanfaat 
bagi masyarakat, sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan-
persoalan yang terjadi. 
2. Saran 
Para Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas IA, khususnya dalam menangani kasus 
permohonan dispensasi pernikahan dini, supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa dan 
memutus perkara dispensasi pernikahan dini. Karena hal ini, mungkin saja para pihak 
melakukan kebohongan atau manipulasi berkas sehingga dapat megajukan permohonan 
dispensasi nikah agar kedua anaknya yang masih di bawah umur bisa melangsungkan 
pernikahan. 
Sebagai wali anak sebaiknya dapat mengawasi anak dan memberikan perhatian penuh 
pada anak agar dapat terdidik dan lebih baik serta memberikan pendidikan agama, sehingga 
anak dapat menilai baik dan buruknya pernikahan dalam usia dini. Dan seharusnya ada 
peraturan dalam menggunakan alat elektronik bagi anak-anak. Langkah inilah yang perlu 
dilakukan sebagai orang tua dalam pengawasan penyalahgunaan teknologi yang dapat 
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